SALINAN

PiUPATI KARANGANYAR
OVINSI yawA TENGAH

PERATURAN BUpATI KARANGANYAR
NOMOR 59 TAHUN 2018

TATA CARA PEN TENTANG

GELOLAA ORAN PELANGGARAN
WHIS AN DAN TINDAK LANJUT PELAP
( TLEBLOWING) DILINGKUNGAN PEMERIN’I‘]AH KABUPATEN KARANGANYAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGANYAR,

bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun
2000 telah diatur mengenai tata cara pelaksanaan
peran serta masyarakat dan pemberian Jpenghargaan
dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana
Korupsi; : . . )
b. bahwa untuk mendorong peran serta pejabat/pegawai
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar dan
masyarakat dalam upaya  pencegahan  dan
pemberantasan tindak pidana  korupsi  serta
penyalahgunaan wewenang oleh pejabat/pegawai di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar atas
layanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten
Karanganyar, perlu melakukan pengelolaan dan
menindaklanjuti setiap laporan pelanggaran yang

terjadi di  lingkungan Pemerintah  Kabupaten .
Karanganyar; .

Menimbang

c. bahwa berdasarkan . pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf- a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Karanganyar tentang

Tata Cara Pengc?lolaan dan Tindak Lanjut Pelaporan
Pelanggaran (Whistleblowing) di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Karanganyar; R

. . ' -Undang Nomor 13 T :

t . 1. Undang ahun 1950 tentan

Menginga Pembentukan I?ae_rah-daerah Kabupaten Dalar?l
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah: :

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan
Lembaran Negara Repgblik Indonesia Nomor 385 1);

Scanned by CamScanner



3.

10.

12.

Ung; ahun 1999 tentan
ANg-Undang Nomor 31 Tahu . &
Pcmbm‘f’lnlusnn;‘ Tindak Pidana Korupsi (Lembaran

/ N

‘CRarg Republik Indonesia Tahun .]g}gzonggg);} 30,
AMbahgay, Lembaran Negara Republik In n Unc;)mor

\US74) schagaimana telah diubah den’SZran Neang-
Ndang Nomor 20 Tahun 2001 (Lem gara

Yepubil Indonesia Tahun 2001
an Negara Republik Indo
13 Tahun 2006 tentang
(Lembaran Negarg

nesia Nomor 4150);

Und

Peys N&-Undang  Nomor
erly

Ndungan Saksi dan Kogban
CPublik Indonesia Tahun 20 ; ' _
“Mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);

Undan 14 Tahun 2008 tentang

; g-Undang Nomor

Keterbukaan ?nformasi Publik (Lernbara{ll‘ Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 N(?mOI‘ 61, 4;1241‘16b‘ahan
€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor )

Undang-u omor 23 Tahun 2014 tentang
PEmeriita}rllgingDal:rah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Non}or 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor S8,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam
Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan
Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 114,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3995);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo;* 5135);

peraturan Pemerintah Nomor 18
Perangkat Daerah  (Lembarap
Indonesia Tahun 2016 Nomor
Lembaran Negara Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomo
Pembinaan dan

Tahun 2016 tentang
negara Republik
114, Tambahan
Nomor 5887);

. I 12 Tahun 2017 tentang
! €ngawasan Penyelenggaraan
Pe merlﬂ.talr} hDaerah (Lembaran negar}; Rgpgeublik
Indonesia Tahun 2017 Nomg, 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesjg Nomor 04 1);
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1 Karanganyar
PCFatumn Dacrah KabUPatcgcmbcntukan dan
Somor 16 Tahun 2016 tentang aten Karanganyar
USunan Perangkat Dacrah Kab}L{lg;anganyar Tahun

Oembm‘ﬂn Dacrah Kabupaten Lembaran Daerah

Nomor 16, Tambahan

K
abupaen Karanganyar Nomor 67);

Memperhatik :
an . Surat Edaran Menteri Pcndayagunaan AIZa;atur I;ffti:
Nolhor OKS/M f)AN-RB/O6/2012 tensast%m) Tindak
Pf:nanganan Pcr;gaduan (Whistlcblowcr te}rlian /Lembaga
idana Korupsi Di Lingkungan Kemen

an Pemerintah Daerah.

" MEMUTUSKAN:

enetapkan :; pgRa RA PENGELOLAAN
: T TA CA

URAN BUPATI TENTANG TA PELANGGARAN

DAN  TINDA PORAN
K LANJUT PELA
(WHISTLEBLOWING) DI =~ LINGKUNGAN PEMERINTAH

KABUPATEN KARANGANYAR;

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pelanggaran adalah perbuatan yang melanggar peraturan
perundang-undangan, kode etik, dan kebijakan, serta
tindakan lain yang sejenis berupa ancaman langsung atas
kepentingan umum, serta Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
(KKN) yang terjadi di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Karanganyar.

2. Pelapor Pelanggaran (whistleblower) adalah pegawai/pejabat
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar dan

masyarakat.

3. Pengaduan adalah informasi yang disampaikan oleh Pelapor
Pelanggaran (whistleblower) sehubungan dengan adanya

Pelanggaran.

4, Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin
adalah pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman
disiplin sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawaj Negeri Sipil.

5. Saluran Pengaduan adalah sarang yang di
menyampaikan pengaduan. g digunakan untuk

6. Unit Kepatuhan Internal adalah unit kerja setingkat Eselon III
di Lingkungan Perangkat Daerah yang tugas gan fungsinya

elakukan pengawasan internal dj pg
]I;aerah yang bersangkutan. I Lingkungan Perangkat

. dalah unit i .
7 Unit Tertentu a it kerja setingl i
Lingkungan Perangkat Daergh yang gi;‘ctaf;:rllon dégga(ill

impi Pera
Keputusan leplna}n ngkat Dg :
mengelola, dan menindaklanjyt; Pengaecgilal;l untuk menerima,
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Pasal 2

SRR
2 giﬂ"fﬂ

u .
ya Kam Sipil Negara dj lingkungan e
Pelangg,  Banyar yang melihat atau ., Dtap
an 1, garan en

erne wajib melaporkannya kepadgetah“i
(2) Paten, Al atau Unit Tertenty dan/atau Inspejy it
peasy araka , Org
y{ln lihe ate "
Yang gga_ran daw ;B mclihat  atau mengetahyj

o M/atay -asa tidak as terhad Anyy
P _ dibey merasa tidak puas terhadap pej,
emermtah [kan olch  pejabat/pegawai  di Lin kxylinan
ada it Ka Upaten Karanganyar, dapat melaporkanian
nspektorat Kaebpamhan Internal atau Unit Tertenty dan/ataz
Upaten,

(1) Dalam Pasal 3

nternal, p; °rangkat Daerah belum memiliki Unit Ke

- patUha
Crtenty ‘Mpinan Perangkat Daerah wajib menu 1

2 .
( )U;l;tr I;epatghan Internal dan Unit ’I‘erten_tu pada Perangkat
al bertindaj sebagai unit yang menerima, mengelola, day,
anjuti Pengaduan.
(3) InSDEk.torat Kabupaten bertindak sebagai unit ketja yan
enerima, mengelola, dan menindaklanjuti Pengaduan gy
Sebagai koordinat

Or yang mengawasi pelaksanaan pengelolaan
Pengaduan pada seluruh Perangkat Daerah.

Menindak]

e AR S 0 S b

Pasal 4
(1) Laporan sebagaimana dimaksud

Pengaduan yang dapat disampaikan secara langsung maupun
tidak langsung kepada Unit Kepatuhan Internal, Unit
Tertentu, dan/atau Inspektorat Kabupaten.

dalam Pasal 2 merupakan

(2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1
dapat dilakukan melalui Saluran Pengaduan yang berupa help
desk yang wajib disediakan oleh Unit Kepatuhan Internal,
Unit Tertentu, dan Inspektorat Kabupaten

(3) Penyampaian laporan S:ebagaimana dimaksud pada ayat 1
dapat dilakukan melalui Sa}uran Pengaduan berupa telepon,
faksimili, layanan pesan singkat (SMS),
surat elektronik (email), dan PO 1__3,0)(,
oleh Unit Kepatuhan Internal, Unit Ter

Kabupaten.

kotak penga(.iuan,
yang wajib disediakan
tentu, dan Inspektorat

t Daerah dan/atau Unit Vertikal Perangkat Dacra
(4) Pef?élglfsemublikasikan Saluran Pengaduan yang dlmlhlfi
e ektorat Kabupaten dan Unit Kepatuhan Internal atau Unlrl
Irls§c)entu pada Perangkat Daergh yang bersangk‘tlt""am
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) pada PP
SEDeE muman resmi kantor secara terus-menerus dan M
frfssii cetak secara berkala 2 (dua) kali dalam setahun.

Scanned”bg} CamScanner



Saluran
o D“erlh wajib mcn(:élntumkan .
erna- Ya ]nte,‘ dlmlliki s Yy .t Kabupaten dan Unit
1 n nspcktorat
p B by, p da Perangkat
A aam%an Atau  ynit Tertentu pada

alamat
blo EKutan berupa nomor telepon, dan

N map kantor.

T m Pe P Sé
el‘tent “gelolaq 1sal 5
an h;sn pcngﬂduan, Unit Kepatu
. erlkUt; Pektorag Kabupaten mem

b erlgad’nin

© I

- SNgapa
a " . ti ke p
“ melakuk U Pengaduan ditindaklanjuti

; asi;
dan M Pemeriksaan dan memberikan rekomendasi;

han Internal, Unit
punyai kewajiban

1Strac:

rasikan Pengaduan
dapat atau
meriksaan

Me .

d‘r:‘;ntli)ng1 tklaporan pengelolaan Pengaduan, pemeriksaan,
ak lan: _

(2) Dalam anjut atas rekomendasi

Kepatuha ditemukan indikasi pelanggaran dis”iplin berar::1 S[}?;g
Proseg U Internal dan Unit Tertentu wajib mene

®Ngaduan kepada Inspektorat Kabupaten untuk
aklanjutj,

Pasal 6

(1) Unit Kepatuhan Internal, Unit Tertentu, dan Inspektorat

{abupaten dengan pertimbangan tertentu dapat melimpahkan

tindak lanjut penyelesaian Pengaduan kepada Pejabat Eselon
III dari Per angkat Daerah yang berwenang menindaklanjuti.

(2) Pejabat  Eselon III yang mendapatkan pelimpahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menindaklanjuti
penyelesaian Pengaduan dan melaporkan hasilnya kepada
Unit Kepatuhan Internal, Unit Tertentu, atau Inspektorat
Kabupaten sebagai pihak yang memberikan pelimpahan.

Pasal 7

Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasa] 5 ayat (1)
huruf c dapat berupa:

a penjatuhan hukuman disiplin;

b pengembalian kerugian Negara:

ampaian hasil pemeriksaan ke g
- Igee'lr:ﬁblillcj Indonesia; dan Pada Kepolisian Negara

d penyampaian hasil Pemeriksaan

pemberantasan Korupsi. kepada  Komisi
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m
Zebagale dasl pilsa] 8 -,
1sam lang L CTupg ; hukuman diSIp.l.n
hukurﬁalkan k‘é"hakSu(l ggtl:::::L]‘]l;I;:‘ll 5 huruf ‘a \gf(_];:)l
(2) Pejab an disiminx(a Pejabat. yang e wenans menjatu

at .
mCIak yangb . . .o

s e i n disiplin wajib
> (tiga) tan l‘ck(?ang menjatuhkan hukuman

; : ; 1rans aling lambat
pemeriks Ulg Mendasi hasil pcmcrlkbddn p

' dasi hasil
: . Sejak  djterimanya rekomen
) Pejaba 8 ®sebut oleh Pimpinan Perangkat Dacrah o
febag. iy i €'Wenang menjatuhkan pukuman dlsxihﬁ
Cmbyg imaksud pada ayat (2) wajib menyampal ?
Cpadq Urat Keputusan penjatuhan hukuman disiplin
(4) Pejabat Ktur Kabupaten
- yan et (1%
Udak me kg berwenang menjatuhkan hukuman disiplin yang

ayat () aXsanakan kewajiban sebagaimana di_maksud padal
nSpektllr di €nakan sanksi hukuman disipllnka:a% al;:;h
atau Bupati.abupaten kepada Pimpinan Perangka

Pasal 9

Rek : i
omendasi berupa pengembalian kerugian negara sebagaimana

di :
;rrrllalf)suc{ dalam Pasal 7 huruf b wajib disampaikan kepada Pejabat
yang berwenang menindaklanjuti.

Pasal 10

(1) Rekomendasi berupa penyampaian hasil pemeriksaan kepada
Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 7 huruf ¢ dilakukan dalam hal hasil pemeriksaan
berindikasi tindak pidana umum;

(2) Rekomendasi berupa penyampaian hasil pemeriksaan kepada
Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7 huruf d dilakukan dalam hal hasil pemeriksaan
perindikasi tindak pidana korupsi;

(3) Penyampaian hasil pe.meriksaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui Inspektorat Kabupaten.

Pasal 11

Dalam hal terdapat dugaan kesalahan atau kekeliruan

(1) et putusan penjatuban hukuman disiplin oleh pejifft
sebagaimand dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Inspektur
Kabupaten DOFHERans melakukan pemeriksaan terhada
putusan tersebut. P

: iksaan terhadap putus
Hasil pemert Jutusan tersebut s .

@ dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pertimbe:)nagalmana.
Pimpinas Peranglzaltl Dacrah atau Bupati untuk rr%srr:- bagi
mcralat’ . .d?n/ e mengubah pPutusan eni injau,
hukum disiplin. Penjatuhan
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( )geten n l
emerl ebl
Inspekksaan teh Anjut
ur Kak rhadap Mengenai  tata cara melakukan
upaten_ pUtUSan diatur dengan Peraturan
(1) Upy
o Kepa Pasal 12
Upat Intey
Pelanggaiz Wajil, méclgal, Unit Tertentu, dan Inspektorat

. Mberikan lindungan kepada Pelapor

w criindung
(2) Perlindung hlsneblower); i
an . _
den.gan Inenjase agalmana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
(Whlstleblower)-ga kera asiaan identitas Pelapor Pelanggaran

Ke
mengu Patyh

AN Interpg| dan Unit Tertentu hanya dapat
ke 8Xapkan
Pada |

€ntitag Pelapor Pelanggaran (whistleblower)
nspektorat Kabup aten:

elapor alta KabUpaten hanya dapat mengungkapkan identitas

S Clanggaran whistleblower) untuk  keperluan
Penyidikap dan persidang(an;

Pasal 13
(1) Unit Kepatyhay,

Internal dan Unit Tertentu wajib melaporkan
pgelaksanaan pengelolaan Pengaduan secara bulanan kepada
Pimpinan Perangkat Daerah dengan tembusan kepada
Inspektur Kabupaten;

(2) Inspektorat Kabupaten wajib memonitor dan mengevaluasi
tindak lanjut pe

nyelesaian Pengaduan yang dilakukan oleh
Unit Kepatuhan Internal dan Unit Tertentu;
(3) Inspektorat Kabupaten  wajib melaporkan  pelaksanaan
pengelolaan Pengaduan secara triwulan atau se

waktu-waktu
kepada Bupati dengan tembusan kepada seluruh Pimpinan
Perangkat Daerah.

Pasal 14

(1) Kewenangan untuk_ memublikasikan hasi] pengelolaan
Pengaduan di  Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Karanganyar berada pada Inspektur Kabupaten,

(2) Dalam memublikasikan  hasil pengelolaan Pengaduan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat Kabupaten
wajib bekerjasama dengan Bagia Humas dan Pprotokel.
Sekretariat Daerah dan Dinas Kg i

ili n Inf ti
dalam rangka akuntabilitas dan ke ormatika,

terbukaan informasi.

Pasal 15

laporan pelaksanaan
tata cara pe

Bent“k.rgzza dimaksud dalam Pasal 13 gerty bentuk dan tata carg
sEbagel i pengelolaan Pengaduan sebagaiman, dimaksud dalam Pasal
pu%hkis plrian dengan Keputusan Bupat; tersendiri,
14 diteta

” gé‘énnéd b&/ 6émScanner



palam hal pg
mengenaj e
. e a

dlsampaikan’ r emban nggara

. Q
mengenai hg) diﬂiDEktOra? tinday
a

Pejabat
dan (5)
Pasal 12, Pag
Sesuai dengan

p :
eraturan Bupati ip; mulai ber]

Agar setia
Peraturan

/ Pegaws;
al \

-

N (whi

- ( hlStleb_lowerj meminta penjelasan
) lanjut  atas laporan  yang
alen  wajib memberi penjelasan
Clapor Pelanggaran (whistlebloweﬂ

Pasal 17

» Pasal ¢ ,, claksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4)
al 13, Pasq] yat (2), Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 ayat (2),
etentug . ayat (2), dan Pasal 16, dikenakan sanksi

N peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

aku pada tanggal diundangkan.

11)3 Oral_lg_ mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
vpati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 13 Agustus 2018

BUPATI KARANGANYAR,
ttd
JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 13 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd
SAMSI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2018 NOMOR 59

Salinan sesual

dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR

Kepala Bag'\an P‘Iukum
—+

ZU

NIP. 19750311

[ [

-
~_

IKAR HADIDH
999031009

=
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